
P E R A T U R A N DAERAH K A B O P A T E N R O T E IMDAC 

NOWOR 8 T A H U N 2004 . . 
T E N T A N ^ ; ' . : • . 

P A J A K H O T E L .DAN PEMOWDOKAN 
D E N G A N R^.HMAT T U R A N Y A N G MAHA E S A 

BUPATJ 1^0 JSIQAP 

Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. maka daerah 
diberi kewenangan untuk men^urus dan mengatur 

1 daerahnya sendiri; 

i b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 
Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang 
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retrtbusi Daerah, maka Poraturan Daersh yo.ng mongatur 
tentang Pajak Daerah pertu disesuaikan dengan Undang-
undang dimaksud; 

c. bahwa Pajak Hotel dan Pomondokan merupakan salah 
satu Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 
pembangunan untiik memantapkan otonomi daerah yang 

. luas...nyata dan^berjtanggungjavyab; 

d. bahwa berdasarkan'^Jfemmbangan cebagaimana tersebut 
j )ada huruf a/hUmf.bj'Jtianhuiruf.c diatas maka dipandang 

. pQfludrtetapksirfpQT'^tM^^ Pajak Hotel. 

Mongingat : 1 . Undang-undang. , Nompr .8 Taliun 1981 tentang Kitab 
Undang-undahg i-lciku'm"'*Ab"ara Pidana (Lembaran Negara 
Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lombaran Negara 
Nomof 3209) ; 

2. Undang - Undang Momor 17 Tahun 1997 tentang Badan 
Penyelesaian sengketa pajak { Lembaran Negara Tahun 
1997 Nomor 40. Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3 6 8 4 ) ; 

3 . Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Rotribusi Daorah ( Lembaran Negara Tahun 
1997 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 

i 3685 ) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang -
undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4 0 4 8 ) . ; 

Page 1 of 16 

I 



Penagihan Pajak dengan Sural Paksa ( Lernbaran Negara 
Tahun 1997 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3 6 5 6 ) ; 

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemorlntahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 8 3 9 ) ; 

6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 teniang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah ( Lembaran Negara Tahun ' 199.9 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 8 4 8 ) ; 

7. Undang - undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Rots Ndao di Propinsi Nusa 
Tenggara Timur( Lembaran Negara Tahun 2002, Nomor 
22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4184 ) ; 

8. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Nsgara Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
. Pelaksanaan Undang - undang Nomor 8 tahun 1931 

tentang Kilab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
( Lembaran Negara Tahun 1881 i^iomor 5. Tarnbahan 
Lernbaran Negara Nomor 3 2 5 8 ) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tenlang 
Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2G01 Nomor 
118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4 1 3 8 ) ; 

1 1 . Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 
tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajalc Daerah; 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tshun 1997 
tentang Tata cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Oaerah ; 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyusunan clan Materi 
Muatan Produk-produk Hukum Daerah; 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonor.Vt Daerah 
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-pro-'Uvk 
Hukum Daerah ; 

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 
Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan 
Produk Hukum Daerah ; 
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10. Keputusan iVlenteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 
Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lernbaran Daerah dan 
Berita Daerah ; 

17. Poraturan Daorah Kabupaten Roto Ndao Nomor 3 Tahun 
2003 Tentang Pembentukkan Organlsasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran 
Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2003 Nomor 003 
S e r i D Nomor 001). 

Dengan persetujuan 

DEWAN P E R W A K I L A N R A K Y A T D A E R A H 

! K A B U P A T E N R O T E NDAO 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : P E R A T U R A N DAERAH KABUPATEN R O T E NDAO 
TENTANG PAJAK HOTEL DAN PEMONDOKAN. 

( ^ 
B A B 1 

i i K E T E N T U A N UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan; 
1 . Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao; 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah 

Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 
3 . Kepala Daorah adalah Bupati Rote Ndao; 
A. Pejabat adalah Pegawai Negen Sipii yang diberi tugas tertentu di bidang 

Perpajakan Dasrah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku; 

5 . Penyidik Pegawai Negen Sipil yang seianjutnya disebut PPNS adalah 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 
yang berwewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan 
penyidikkan terhadap peSanggaran Peraturan Daerah; 

3 . Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah 
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

7. Pajak Hotel dan Pemondokan yang selanjutnya disebut pajak adalah 
pungutan daerah atas pelayanan Hotel; 

8. Hotel dan Pemondokan adalah bangunan yang khusus disediakan bagi 
orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan alau 
fasilitds iainnya dengan dipungut bayaran. termasuk bangunan lainnya 
yang menyatu, dikelola dan dimiliki pihak yang sama kecuali untuk 
pertokoan dan perkantoran; 

9. Pengusaha Hotel dan Pemondokan adalah perorangan atau Badan yang 
menyelenggarakan usaha Hotel dan Pemondokan baik untuk dan atas 
namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi 
tanggungannya; 



10. Pcjak Daero': yr.ng -.iiv'Lj-.'L...- •_*.•<. : U p&jak adalah iuran wajlb yang 
dilakukan oteh orang pribcicii ^Lĉ u L^adsn kapada daerah tanpa imbalan 
langsung yang seimbang, yang dfipat dipaksakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang bt3riaku, yang digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan Pemen'nfaJ •?r£h dan Pembangunan Daerah; 

11 . Badan adalah sekumpulan <;r?.nri dan/atau persekutuan hukum yang 
merupakan kesatuan baik vang vr^slakukan usaha maupun yang tidak 
mefakukan usaha yang me.'ipuh* perseroan terbatas, perseroan 
comanditer, perseroan iainnya, badan usaha milik negara atau daerah 
dengan nama dan dalam bofituk apapun, ftrma. kongsi, koperasi, dana 
pensiun, persekutuan. pfcrkusT.puian. yayasan, organisasi massa , 
organtsasi sosial poliiik a!:n'-; 0:,.7r.n;2.2si yang sejenls, lembaga, bentuk 
usaha tetap, dan iDentuk barian iair.nyo; 

12. Obyek Pajak Hotel dan Pemo';\do'.;->-n sdalah pelayanan yang disediakan 
Hotel dan Pemondokan denoan y'-mbayaran; 

13. Subyek Pajak Hotel dan Fcmcnr; 'con adalah orang pribadi atau badan 
yang melakukan pembayartin kepada hotel dan Pemondokan; 

14. Wajib Pajak Hotel dan P-.i^rrondckan adalah Pengusaha Hotel dan 
Pemondokan; 

15. Masa Pajak adalah jangka v.'a-.c/.i.t yang lamanya sama dengan 1 (satu) 
bulan takv/in atau jangka ••/;r̂ ktu 'ra-.n yang ditetapkan dengan keputusan 
Kepala Daerah; 

16. Tahun Pajak adalah jangka walctr.' ;.'ang lamanya sama dengan 1 (satu) 
tahun talwin kecuali bila v;a;ib tr.jak menggunakan tahun buku yang 
tidak sama dengan tahun t^lcv;',?,; 

17. Pajak Yang Terhutang acalah paji-i-: yc^ng harus dibayar pada suatu saat 
dalam masa pajak, daiam taiiuo [i^ijak atau dalam bagian tahun pajak 
menurut ketentu^n peraturan psr-.in-oang-undangan perpajakan daerah; 

18. Pemungutan adalah suatu idngk?3ir.n kogiatanmulai dari penghimpunan 
data obyek dan subyek pajak atav; rstribusi, penentuan besarnya pajak 
atau retribusi yang terhutang sfinpa'. kegiatan penagthan pajak atau 
retribusi kepada wajib pajak ivnu vwajib retribusi serta pengawasan 
penyetoran; 

19. Surat Pemberitahuan Pajak D£er..'h yang selanjutnya disingkat S P T P D 
adalah surat yang o^eh Vvajib ra jak digunakan untuk melaporkan 
penghitungan dan/atau pernbayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan 
obyek pajak, dan/atau harta dan kev/ajiban menurut ketentuan Peraturan 
Pevundang-undangan Perpci'ak*>r. Da^Mah; 

20 . Sura l Seloran Fajak Daer'^.'i, y^'^^ s^\an\u\r\va d\s\ngkat S S P D . adalah 
surat yang digunakan oie^ i^ajak digunakan untuk melakukan 
pembayaran atau penyeloi-i^n p:}- yang terhutang ke Kas Daerah atau 
ke tempat iain yang ditetapkan c'..:".' vepala Daerah; 

2 1 - Surat Ketetapan Pajak Daet xh, iraQ s-^lanjutnya disingkat S K P D adalah 
surat ketetapan pajak yang mene.n.v.ikan besarnya jumlah pokok pajak 
yang tcrhutang; 

22. Surat Ketetapan Pajak Daert^h K.i^'ang Sayar, yang seianjutnya dtsingkat 
S K P D K B adalah surat kektapa-i pajak yang menentukan besarnya 
jumlah pokok pajak. jumlah kroc;il pajak, jumlah kekurangan pembayaran 
pokok pajak, besarnya sanicri porr-inisuasi, dan jumlah yang masih harus 
dibayar;; 

2 3 . Surat ketetapan Pajak uaemh Kurang iBayar Tambahan, yang 
selanjutnya disingkat rSKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan tambahan atas jumlc.'-. pajak yang telah ditetapkan; 
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24. Surat Ket9l.t!pi;n Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 
S K P D L B . adaiah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah 
ketebihan p^mbayaran pajak daerah karena jumlah kredit pajak lebih 
besr.r dari padc- pajakyang terhutang atau tidak seharusnya terhutang; 

25. Surat Kotetapan Paj.3k Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang 
terhutsng sama besarnya dengan jumlah i;redit pajak. atau pajak tidak 
terhutang dan tidak ada kredit pajak; 

26. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjuinya disingkat S T P D , adalah 
surat untuk malakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi 
berupa bunga d-fin/atau denda; 

27. Surat Keputusan Pembetufr;n adalah surat keputusan yangmembetulkan 
kesalshan tuiis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan 
ketentuan terte-.-^tu da'.am peraturan Perundang-undangan Perpajakan 
Daerah yang terdapaJ da[am Surat Keterapan Pajak Daerah, Surat 
Ketotf'rc^n Psiak Drjerah Kurang Bayar. Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurano, Bayar " "am'oa .̂csn, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar. 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah; 

28 . Surat Keputuse.n Keberatan adalah surat kepui'usan atas keberatan 
terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurano Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 
Surat Kctetapaii Pajak Daerah Lebih Bayar. Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Nihil atau terhadap Pemotongan atau Pemungutan oJeh Pihak 
Ketiga yzng diajukan oleh wajib pajak; 

29 . Putusan Bandiny adaSah putusan badan peradilan pajak atas banding 
terhadap surat ^^i-putus^n keberatan yang diajukan oleh wajib pajak; 

30. Pembulcuan ntielah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 
teratui- untuk iTir^ngurniJiUikan data dan informasi Iieuangan yang meliputi 
harta, kev/ajibdin, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga 
perolehan den penyerahan barang atau jasa . yang ditutup dengan 
menyi.:5un l^ipo; an keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada 
setiap taliun pajuk berakhir. 

I I B A B II 

I ] - N W u ^ ^ O B V E K DAN S U B Y E K P A J A K 

! 1 Pasal 2 

(1) Nama Pajak ada'ah Pajak Hotel dan Pemondokan; 
(2) Obyek Pajak Hoiel dan Pemondokan adalah pelayanan yang disediakan 

Hotel dan Pe.mondokan dengan pembayaran; 
(3) Obyek oajak Ho-il dan Pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) pasai ini meitputi; 
a. Fasilitas penclnapan atav. fasilitas tinggal jangka pendek. antara lain 

gubuk pariwisata (cotcago), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan 
(hotol). Icsm^n dan rumah penginapan termasuk termasuk rumah 
kost; 

b. Pel-^-yanan pcnunjang 5G!:agai kelengkap.^n fasilitas peng\napan atau 
tinggal jangkn pondek yang sifatnya momberikan kemudahan dan 
kenyamanan, antara lain telepon, faxmail, telex, foto copy, pelayanan 
cuci. setnka. taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau 
dikelola hotei; 
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c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu 
Hotel dan Pernondokan bukan untuk umum, antara lain ; pusat 
kebugaran (fitness centre), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, 
diskotik yahg disediakan atau dikelola hotel; 

d. Jasa porsowaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di 
hotel; 

e. Penjualan makanan dan atau minuman ditempat yang disertai dongan 

fasilitas ponyantapannya. 

Pasal 3 

Dfkecualikan dari obyek pajak sebagaimana dalam pasal 2 ayat (2) 
Peraturan Daerah ini adalah : 
a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan fasilttas tempat tinggQl 

lainnya yang tidak menyatu dengan Hotel dan Pemondokan yang 
diperuntukkan bagi karyawan; 

b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren; 
c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan Hotel dan Pemondokan 

yang dipergunakan oleh bukan tamu Hotel dan Pemondokan dengan 
pembayarannya; 

d. Pertokoan. perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh 
umum di hotel; 

e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotol dan 
Pernondokan dan dapat dimanlaatkan oleh umum. 

' Pasal 4 

(1) Subyek Pajak Hotel dan Pemondokan adalah orang pribadi atau badan 
yang melakukan pembayaran kepada Hotel; 

(2) Wajib Pajak Hotel dan Pemondokan adalah Pengusaha Hotei dan 
Pemondokan. 

M s * B A B l\\ 
j M D A S A R PEfMGENAAM DAN T A R I F P A J A K 
! i 

Pasal 5 

Dasar Pengenaan Pajak Hotel dan Pemondokan adalah jumlah pembayaran 
yang dilakukan kepada Hotel, 

Pasal 6 

Tarif Pajak Hotel dan Pemondokan ditetapkan sebesar 1 0 % (sepuluh 
persen). 

B A B iV 
W I L A Y A H PEMUNGUTAN DAN C A R A PENGHITUNGAN P A J A K 

Pasal 7 

(1) Pajak Hotel dan Pemondokan yang terhutang dipungut di wilayah 
Daerah tsrnpat Hotel dan Pemondokan berlokasi; 
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I (2) Besarnya Pokok Pajak Hotei dan Petnonclokan yang terhutang dihitung 
I dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
: 6 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana 
•; dimaksud dalam Pasal 5 Peratiran Daerah ini. 

; £AB V 
, MASA P A J A K , S,AAT P A J A K TERHUTANG DAN 

GURAT P E M B E R T A H U A N P A J A K D A E R A H 
i 
' ' Pasa 8 

Masa Pajak adalah j^ngka wakiu yang 'i^manya 1 (satu) bulan takv/in dalam 
!tahun takwin 360 hc.h merupakan waktt untuk menghityng besarnya pajak 
terhulang. 

Pasal ? 

Saat pajak terhutang terjadi pada saat pelayanan di Hotel dan Pemondokan 
dalam masa pajak. 

j J Pasal 10 

(1) Setiap Wajib Paj^k v^ajib mer.gisi S P T P D ; 
(2) S P T P D sebagaimana dimaKsud pada aynt (1) pasal ini harus dtisi 

dengan jefas, benar dan lengkap serta ditandatanganl oleh Wajib Pajak 
atau kuasanya; 

(3) S P T P D sebagaimana dimsksud pada ayat (1) harus disampaikan 
kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari seteiah 
berakhirnya masa pajak; 

(4) Bentuk. ;si dan tata cara pengisian S P T P D diiQtapkan o"eh Kepala 
Daerah. 

B A B VI 
TATA C A R A P E R H i T U N G A N DAN PEi^JETAPAN P A J A K 

Pasal 11 

(1) Berdcsarkan S P T P D sobagrimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) 
Peraluran Daerah ini, Kepab. Oaerah dan Pejabat yang berv/ewenang 
atauditunjuk rhenetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD; 

(2) Apabila S K P D seL-agai.mana dimaksud pada rjyat (1) Pasal ini tidak atau 
kura.ig dibayar setclah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 
S K P D ditorima, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % 
(dua persen) sebu'an dan dita.jih dengan mcnerbitkan S T P D . 

P^isal 12 

(1) Wajib Pajak yan;: membayar sendiri S P T P D sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk 
menghitung. memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang 
terhutang: 
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(2) Daiam iancilca y^'^ku- '.• (yr.:, ?h;.'.i r^esudoh saat terhutangnya pajak. 
Kepala Daeraii capa; .i.tr:ci™-:i;;<?(r.; 

a. S K P D K B : 
b. S K P D K B T : 
c. S K P D N . 

(3) S K P D K B sebag^iim.c^r:''! d'r.'i?:ik.-*ud oada ayat (2) humf a pasal ini 
ditetapkan: 
c . Apabila bcrdrisarkan ha.--;: pomcriksan atau keterangan lain pajak 

yang terhutang tidak OA^U kurang dibayar dikenakan sanksi 
administrasi crrupr. r-'endi; sc^^e^ar 2 % (dua persen) sebulan dihitung 
dari pajak yang k-ir?,ng lerlambat dibayar untuk jangka waktu 
paling iania 2 4 [6v\-a j r v . / j ' - i c-mpat) bulan dihitung sejak saat 
terhutangnya naiak; 

d. Apabila S^JPD *idal< 'ii:-:,.np^':can daJam jangka waktu yang 
ditentukan dun '.̂ .f/n r\^r.uf iocara tertulis, dikenakan sanksi 
administrasi bsruci-. Jend-^:. ^f-yzc^T.z: 2 % (dv\ persen) sebuian dihitung 
dart pajak yang - ;vr; .ng r r ^ . ' - if.f^fr.mbat dibayar untuk jangka walctu 
paling larnj 24 [c.-a empat) bulan dihitung sejak saat 
terhutangnys o^-ijaU; 

e. Apabila kewp;ib'.U' me?'-':;-' o P T P D tidak dipenuhi, pajak yang 
terhutang f.v;'.-':itr,nci :;.,czr-} i'ivetar.. dan dikenakan sanksi administrasi 
berupa kenjiican s-ihosff Cĉ -ja puluh lima persen) dan pokok 
pajak dit2n^baf7 s::r.i'Si a'^::.'.-ji9t;.-?.-?.i berupa denda sebesar 2 % (dua 
persen) sebuinn r.^'--iunr '.-.an -.sjak yang kurang atau terlambat 
dibayar unt-jk :aao- c. UIA •; ••.•.•••»;; :?.ma 2 4 (dua puluh empat) bulan 
dihitung -^r.vA '.e ivsc:'\'- - v j "r i sk ; 

(4) S K P D K B T sebaoaim-^-.-i -ilrraUviud pada ayat (2) huruf b pasal ini 
diterbitkan apabi'H 6':\onyc.{^r:. d r b f r r u atau data yang semula belum 
terungkc7.p yc:nvr m --n/elvrr • sr. pr^rambahan jumlah pajak yang 
terhutang. ak^iii t Jkc"'-:-*- -yri . . C K - , ^ : tic'r.-jtnistra:; be.-upa kenaikan sebesar 
1 0 0 % (seratus c.'̂  "sen^ c'ah U'.p-̂  ;̂r. i-.i^kurangE'n pajak tersebut; 

(5) S K P D N 3ebestai;-;i£-T' ';>c.d̂ ^ ayat (2) huruf c pasal ini 
diterbiti<an cipsbiiu jur.-r-^ c ' - a ; - ;r, rgrhutcing sama besarnya dengan 
jumlah kredit pujr . zti-.'^ : > - i K :-^/nu:ang dan tidak ada kredit pajak; 

(6) Apabila k e w 5 ) i ! j : : n ivji^'r.ibav. .i ;^f'.,ak Terhulang dalam S K P D K B dan 
S K P D K B T selug-^im^-.'ii J | p f - k M : u oada ayat (2) huruf a dan b pasal ini 
tidak sepenuhnyc. dicriyar dr.'-ini ;.*ngka walctu yang teiah ditentukan, 
ditagih dengan n: Tic^rh^kan -•. TPO c'H-ambah dengan sanksi administrasi 
berupa denda (di/.'\ ̂ vsv;;'.̂  /̂̂ bu'orv. 

. (7) Penambahan jum.'-ih pi] -k •\:^\:-y.g seoagaimana dimaksud pada 
ayat (5) pasal I':)'} . j.^^-'.-.i -ar. ^p?tb:!c' Waiib Pajak melaporkan sendin 
sebelum dilak;.'kr-i.:-f iin.!v;-.?.n »: v 

T A T A CA^V< •̂>C:i : •^Yf' ^'PM P E N Y 5 T 0 R A N P A J A K 

; ' .1; 'iZ 

(1) Pembayaran ,>a;'::!'. c ' s f r i - . u ! - ; : : •̂•r OaertMi atau tempat lain yang 
ditetapkan olo'r, <̂ ..pa:.. :.-e.^y ' ii^hfui' oleh -nstansi pemungut melalui 
Bendahara Pc.rc:\a •• • j r y c - . ^ rv'.unjuk oleh Kepala Daerah; 

(2) Bendahara Pfn'-::-ma ' "'i-.r. . ' . n e n y e t o r secara Bruto ke kas 
daerah selambi-M >mf\'i..Vo. ••: kecuali hari libur; 

I 



^ (3) Pembayaran paiak se.bagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
pasal ini dilakukan dcnoan menggunaksn S S P D ; 

(4) Apabila Bendaliara Penerinia / Penyetor lalai rnelaksanakan ayat (2) 
pasal ini dikenakan sani<si 2 % (dua persen) dari setoran bruto. 

i Pasai 14 
] 

' (1) Pembayaran pajak harus dilal'iukan sekaligus atau lunas; 
(2) Kepala Daerah dapat membertkan persetujuan kepada Wajtb Pajak 

untuk mengangsi-jr pajak terhutang dafam kurun waktu tertentu, seteiah 
memenuhi persyaratan yang ditentukan; 

(3) Angsuran pembeyaran pajaU ocbagaimana dimaksud pada ayat (2)pa5al 
ini harus dilakukan seci-sra teratur dan berturut-turut dengan dikenakan 
bunga sebesar 2 % {dua parsm) sebulan dari jumlah pajak yang belum 
atau kurang dibaysr; 

(4) Kepala Daerah dapa- niemofinkan persetujuan l<epada Wajib Pajak 
untuk menunda pembayaran pajak s^mpai batas waktu yang ditentukan 
seteiah memenuhi persyar^-ian yang ditentukan dengan dikenakan 
bunga sebesar 2 % (di'rJi persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum 
atau kurang dibayar; 

(5) Persyaratan unluk dapst mencargsur dan menunda pembayaran serta 
tata cara pembayaran a.igsiif/^n dari penundaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ^yat (4 ) p^cal ini di^jtapkan oleh Kepala Oaerah. 

^ ' • »^asal 15 

(1) Setiap pembayar^-in paiak :,-:baci::omana d'maksud pada pasai (13) 
Peraturan Daerac int i-]ibor:i:nr '^nda bulcti pembayaran dan dicatat 
dalam buku ponerima'*'!, 

(2) Bentuk, jenis, isi, uku^'nn l an f r buktl pembayarsn dan buku penerimaan 
pajak sebagaimana ?^'maksud pcida ':yat (1) pasal ini ditetapkan oleh 
Kopala Daerah. 

53AB V!l; 
B I A Y A PSiViUNQUTAW 

i-'asal 16 

(1) Kepada Instansi Pemunc^ui: d''cenk?.r. in3enli\r 5 % (lima persen) 
dari setoran Bruto; 

(2) Tata cara pembi^yaran upnii pungur disesuaikan dengan Peraturan 
Perundang-undangan ynng btric^ku. 

TATA OARA HEf'!AGt!JAN F A J A K 

Pai.al 17 

(1) Surat teguran atai; surat perin.javnn atau sura; lain yang sejenis sebagai 
awal tindakan pe!;3ksc-:naan pon;^gjfian pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari 
sejak saat jatuh tempo v??:mba;/a-an; 



(2) Dalam janglra -vaW^x. 7 (luiir.-,) 'n-:;ri i^cUilc.:- lancjc,ai zurd'i. It^'yuian atau 
surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus 
melunasi pajak yang tGrha^ang; 

(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis 
sebagaimana dimaksud pad^ ayeA ('\ pasal ini dikcluarkan oleh Pejabat. 

Pasai I S 

(1) Apabila jumlah pajak yang m?,3ih i^rxus dibayar tidak dilunasi dalam 
jangka waktu sebagairnana diientukan dalam Surat Teguran atau Surat 
Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar 
ditagih dengan Surat P a k s a ; 

(2) Pejabat segera menerbitkan Sural Paksa segera seteiah lewat 21 (dua 
puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguren atau Surat Peringatan atau 
surat lain yang sejenis. _ , 

Apabila pajak yang haru? dibayar ti&ak d:-;'£nasf dalam jangka waktu 2 x 24 
jam sesudah tanggal pem/c^ritahuar Surrft Paksa , Pejabat cegera 
menerbitkan Surat Pv-rinta'n tVielciksanskan Penyitrian. 

f . ' Pasai 2 0 

Seteiah dilakukan penyit-aan dan Wajib Pr-;i.ak rolum juga me'unasi hutang 
pajaknya, seteiah lewat 10 (sepuluh; hari sejak tanggal pelaksanaan Surat 
Perintah Melaksan-::kar; Penyitaan, Pejabat mengajukan .permintaan 
penetapan tanggal pele'^.ngan kt^pad:-. Kan\or Lelang Nogara. 

Seteiah Kantor Lelang Necjars menetapkan h?.:l, tanggal, jam dan tempat 
pelaksanaan (elang, Jur:.: Sita membenlahuMn dengan segera secara 
tertulis kepada Wajib Pajak. 

Pasai 22 

Bentuk, jenis dan isi ^ormulii yang d;perg:jnakan unluk pelaksanaan 
penagihan pajak daerah ditotapkm o\z':. Kepala Os'sral't. 

BAH K 

rasa j 

(1) Kepala Daerah bryrdasa.r'uan psmiohonan Vv'iijib Pajak dapat 
memberikan peneurangan, ixoringanan dan pembebasan pajak; 

(2) Tata cara pemberian pengurangan, ker.nganan dan pembebasan pajak 
sebagaimana dimaksud .oada ayat (1) pass) ini ditetapkan oleh Kepala 
Daerah. 
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B A B XI 
TATA C A R A P E M B E T U L A N , P E M B A T A L A N , 

PENGURANGAN K E T E T A P A N , DAN P E N G H A P U S A N A T A U 
, P E N G U R A N G A N S A N K S I ADMINISTRASI 

i i ^ Pasal 24 

(1) Kepala Daerah karena Jabatan atau atas permohonan VVajib Pajak 
dapat: 
a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDK8T atau S T P D yang 

dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan 
atau kekeiiruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan 
Perpajaken Daerah; 

b. Membatalkan atau ^wngurangkan ketetapan pajak yang tidak benar; 
c . Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa 

bunga, denda dan l<enaikan pajak yang terhutang dalam hat sanksi 
tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena 
kesalahan nya. 

(2) Permohonan pembetulan, pembata/an, pengurangan ketetapan dan 
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atau S K P D , 
S K P D K B , S K P D K B T , dan S T P D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pasal ini harus disampaikan socara tertulis oleh Wajib Pajak kepada 
Kepala Daerah, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puiuh) hari 

. sejak tanggal diterima S K P D , S K P D K B , S K P D K B T atau S T P D dengan 
memberikan atasan yang jelas; 

(3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat 
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasai ini diterima, 
sudah harus diberikan keputusan; 

(4) Apabila seteiah lewat walctu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) pasaJ ini Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan 
keputusan, permohonan pembetulan. pcmbatalan, pengurangan 
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi 
dianggap dikabufkan. 

B A B XII 

j KEBER/^TAN DAN BANDING 

^ I Pasal 25 
H i 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah 
atau Pejabat atas: 
a. S K P D ; 
b. S K P D K B ; 
c . S K P D K B T ; 
d. S K P D L B ; 
e. S K P D N . 

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini 
harus disampailcan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 
3 (tiga) bulan sejak tangga! S K P D . S K P D K B , S K P D K B T , S K P D L B , dan 
S K P D N diterima oleh Wajib Pajak, kecuati apabila Wajib Pajak dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan di luar kekuasaannya; 
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(3) Kopala Dacrah atau Pejabat dalarn jangka waktu paling lama 12 (dua 
bolas) bulan sojak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) pasal ini diterima sudah memberikan keputusan; 

(4) Apabila seteiah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) pasal ini Kcpala Daerah atau Pejabat tidak 
memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan; 

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimakr>ud pada ayat (1) pasal ini 
tidak menunda kewajiban membayar pajak. 

Pasal 26 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan binding kepada Badan Penyelesaian 
Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan seteiah diterimanya 
Keputusan keberatan dari Kepala Daerah atau Pejabat; 

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal Ini tidak 
menunda kowajiban membayar pajak. 

Pasal 27 

(1) Apabila pongajuan keberatan sebagaimana dimaksud daiam pasai 25 
Peraturan Daerah ini atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasa! 
26 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan 
pembayaran pajak dikembalikan dengzn ditambah imbalan bunga 
sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan;' 

(2) Apabila keberatan dan banding dari W^jib Pr.jak telah mendapat 
keputusan yang tetap Kepala daerah wajib melaksakannya. 

B A B Xtil 
P E N G E M B A U A N K E L E B I M A N P E r ^ S A Y A R A M P A J A K 

P£5i:xl 28 

(1) Kepala Daerah atau Pejabat atas permohonan wajib pajak 
mengembalikan kelebfhan pembayaran pajsk; 

(2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua 
bolas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus 
memberikan keputusan; 

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimakEud pada ayat (2) pasal 
ini dilampaui Kepala Daerah atau Poiabat tidak momberikan keputusan, 
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap 
dikabulkan dan S K P D L B harus diterbitkan dalarn waktu paling lama 
1 (satu) buian; 

(4) Apabila Wajib Pajak mempunya; utang . pajak lainnya, kelebihari 
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini 
langsung diperhitungkan untuk melunasi -erlebi:! dahulu utang pajak 
dimaksud; 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran paja!: dilakukan dalam waktu 
paling lama 2 (dua) bulan sajak diterbitkannya S K P D L B dengan 
menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP); 

i ? 
"I ' 
! i 
S t 



(6) Apabila pengembalian kelebihan membayar pajak dilakukan seteiah 
lev/at waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan S K P D L B , Kepala Daerah 
atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) 
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. 

Pasal 29 

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak 
[ainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah 
in! pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti 
pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. 

B A B X IV 

K A D A L U W A R S A 

Pasal 30 

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa seteiah melampaui 
jangka waktu 5 (lima) tahun terhltung sejak saat terhutangnya pajak, 
kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana di bidang 
Perpajakan Daerah; 

(2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
pasal ini ditangguhlcan apabila; 
a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau; 
b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun 

tidak langsung. 

B A B X V 
KETEIMTUAN PIDAIMA 

Pasal 31 

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya melanggar ketentuan dalam pasal 
9 Peraturan Daerah ini dapat dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah 
pajak yang terhutang; 

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 9 
Peraturan Daerah ini dapat dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 
2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumtah pajak 
yang terhutang; 

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini adaiah 
pelanggaran. 

Pasal 32 

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Peraturan Daerah ini 
tidak drtuntut seteiah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat 
terhutangnya pajak atau berakhimya Masa Pajak atau berakhirnya Tahun 
Pajakyang bersangkutan. 

; ) 

I 
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S A B XV] 

TTZrJYlDIKAN 

Pacsl 33 

(1) Pejabat Pegawai Neg-3n Sipi! t-artcntu di lingkungan Pemerintah Daerah 
diberi wewenanc) khusus sebagai Penyidik untuk metakukan penyidikan 
tindak pidana di bidang perp<.";ja(can daerah;. 

(2) Wewenang Perr/idik sebsgnfrmnzi dltnaksud pada ayat (1) pasal ini 
adalah: 
a. Menerima, moncari, mcngumpulkan, dan meneSiti keterangan atau 

laporan berkenaan c'engan 'dndak pidana di bidang perpajakan daerah 
agar ke torancTn ctziu laporc.n torsebut menjadi lengkap dsn jeias; 

b. Menellii, nioncan dan .7.cnnumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadi atau badan ten'.an-j kebcnaran perbur/tan yang dilakukan 
schubungan dengan tindci.k cidr.na perpajakan daerah; 

c . Meminta kelerangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan 
sohubungan dengan tindaJc p]dzna perpajakan daorah; 

d. Memeriksa buku-buku, caiatan-catatan dan dokum.en-do'aimen iain 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; 

e. Melakulcan penggeledahan untuk mendapatkan barang bu\<ti 
pembukuan, pencatatan dan dcicumen-dokumen lain, serta melakukan 
penyitaan terl'^adap barang bukti; 

f. Dalam kec:daan periu clan mendesak penyidik dapat mefakukan 
penyitaan tanpa surat ijifi to;'.'rbih dahulu, sesaat seteiah tueiakukan 
penyitaan periu meiapDrk^n kepada Ketua Pengadiian Negeri 
setempat; 

g. Meminta banfuan tenara ah'i dalam rangka pefsk^ans.^jn tugas 
penyidikan tir.dak piJana di bidang perpajakan daerah; 

h. Menyuruh ty^^rhenli dan atau melarang seseorang mc;'<in5Hatkan 
ruangan e'lau tampat padu caot pemeriksaan sedo.ng berlrngsung dan 
memeriksa identitas crar.r, dan atau dokunen yang dibawa 
sebagaimane- dimaksud pad:; huruf e di atas; 

i. Memctret si^i-.eoraaoi yar.,.; bcrU-iitan dengan tindak pidana porpajakan 
daerah; 

j . Mem.anggil Drang untJk didengar keterangannya d=n diperiksa 
sebagai torsruigka atau s-r.k.^;; 

k. Men^heniik?.:! psnyidika.:; 
I. Melakukan i.ndakan la:-; yang periu untuk kolancar^n penyidikan 

tindak pidnnn di bidanM p:irpajakan daorah menurut hukum yang 
dapat dipertcngc;ungiau' bk^n; 

m.PPNS dnpEV meminta bar.r.ian tekhnis penyidikan dsri penytdik 
POLRI. 

(3) Penyidik sebagaimana dirr/jkrud pada ayat (1) pasn! ini mcmberitahukan 
dimulainya penyidi>,r: dan m".iyampaikan hasil penyidikar.nya kepada 
PenuntutUmum. 
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M\6i.\\< p i d t i i U i tii i)i(j;ing petpajaKan 0;.i(irt.Hri nieiuuul i i u K u r u yang 
j L i p n l t l i p o i l u i K j t j L u i c j J L i w a b K a n ; 

111 i^l'NS dapai iiiotninia tjacituaii UiKhms penyicJikiui Oari pouyiJiK 

;;.'.) Penyi'Jil-^ ^x-.-'jcujaiiiujiio iJiiiiaksuu paoa ayal (1) p;-.tscii im i i n ^ j i n o u n i y l i u K a M 

d i n i u l a i n y a p e i i y i d i k H r i dan menyampaikan hasil penyidikafinyy Kep;̂ .dci 
Penuntiii Uinum. 

< 

B A B XVU 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 33 

!_ i) l-lai-hal /ting bolufn ctiatur dalain Peraturan Daerah mi scipanjf^uu: 
irionyeiUM peluksaiiaannya aKaii ditetapkan dengaii Kepuiusaii Kopyla 
Daerali; 

{'•• Oongan herlakunya Peraturan Oaerah ini maka segala Ketenturid yant! 
mcngaUir teniancj Pajak Hiburan clinyalakan tidak borlaku lagi 

* Paiiyl 34 

I'eratuian Daiirah ini [luilai borlaku pada tanggal diundanykan. 

/Viar seliap oiany clapai mengelahuinya, rnenierintatikcin penyunOauya : 
r-'eraluiaii Waerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
KaLxipalen Kulu NOau 

( : DitetapKan di Baa 
pada langgai i'; _Pe:jrjan 200^'-

/ v - ^ &yp>rT17^. (^ 

\  '  .  /  CHRI^YlAN NEHEMIA D I L U v t V -

r ^ 

Diundaagkaii di Baa 
pada Tanygai 14 Pebruari 2004 

Xv>"'*.-'--P-ftSiS^Kreta[is Daerali Kabupaten Rote Ndao.^ 
3 ^ . _ 

Lr:IVlBARAiN i)AEF^AI! l-CABUlVvrEN r-iOTE NCJAO TAHUN 200'1 NOMOR 

t).i<i<' i:; I.I ic 
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P E N J E I A S A N 
A T A S 

P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N R O T E NDAO 
NOMOR 8 TAHUN 2004 

TENTANG 
P A J A K H O T E L bAN PEMONDOKAN 

UMUM 
Pajak Hotel dan Pemondokan ^dalah sebelum berfakunya Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah adalah sumber pungutan Retribusi Daerah. 
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, maka periu dilakukan perubahan dan 
penyempurnaan seperlunya mengenai Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Untuk itu pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan persetujuan Dewan 
Perwakilan Ral<yat Daerah Kabupaten Rote Ndao menetapkan Peraluran 
Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Pajak Hotei. 

11. P A S A L DEMI P A S A L 
Pasal 1 Angka 1 s/d 3 

Angka 4 

Pasal 2 s/d 28 
Pasal 29 

Pasal 30 s/d 35 

Cukup Jelas 
Pejabat adalah Kepala Dinas Pendapatan 
Daerah yang berdasarkan kewenangan 
Kepala Daerah ditunjuk untuk melakukan 
penagihan Pajak. 
Cukup Jelas 
Kelebihan pembayaran 
pajak diperhitungkan 
kewajiban pembayaran 
merupakan hal prioritas. 
Cukup Jelas 

pajak oleh v/ajib 
untuk menutup 

utang pajak lain 

TAMBAHAN L E M B A R A N DAERAH. K A B U P A T E N R O T E NDAO 
NOMOR 012 

I 


